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Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Klnerja Perskonomlsn (M. Panja/fsn et al.) 

DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA 
Pl:REKONOMIAN DAERAH SUMA TERA UTARA: PENDEKAT AN 

EKONOMETRIKA tJ 

(The Impact of Fiscal Decentralization On Macroeconomic Performance 
of North Sumaters: Econometric Approach) 

Mangasi Panjaitan, Bonar M.Slnaga2', Kooswardhono Mudikdjo2
',

Rudolf S.Slnaga2l , dan Erna M.Lokollo2)

ABSTRACT 

Fiscal decentralization as a consequence of local autonomy affect 
macroeconomic variables in North Sumatera. Using pooled data (series of 13 
years (1990-2002) and cross section of 17 regency/municipalties) the 
research shows that fiscal decentralization positively affect GDRP (gross 
domestic regional product), employment rate, and income distribution, but 
affect negatively inflation rate in North Sumatera. 

Key words: fiscal, decentralization, GDRP, employment rate, distribution, 
inflation rate 

PENDAHULUAN 

Desentralisasi, yang dikenal dengan otonomi daerah, sesungguhnya 
secara juridis sudah ada sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dapat 
dikatakan bahwa desentralisasi di Indonesia merupakan isu lama dengan 
pendekatan baru (Lewis, 2001; Tambunan dan Seldayo, 1999; Smoke and 
Lewis, 1996) 

Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi "pembagian daerah Indonesia 
atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya 
ditetapkan dengan undang-undang" adalah suatu landasan menuju otonomi 
daerah. Otonomi daerah berarti pemerintah pusat menyerahkan sebagian 
wewenang pelaksanaan tugas pemerintahan. lmplikasi langsung dari 
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
adalah desentralisasi fiskal. Artinya pelimpahan wewenang (otonomi daerah) 
diikuti dengan pelimpahan pembiayaan (money follow function). 

Untuk mengakomodasi amanat konsitutusi tentang desentralisasi, 
pemerintah Orde Lama, Orde Baru, hingga kini telah mengeluarkan berbagai 
Undang-undang /Peraturan Pemerintah, antara lain, 
(1) Undang-undang No.32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah
(2) Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di

Daerah
(3) Berbagai Peraturan Pemerintah, yang mengatur INPRES, seperti INPRES

Desa diberlakukan mulai tahun 1969, INRES Dati I, II (mulai tahun 1974),

1> Bagian dari penelitian disertasi penulis pertama, Program Studi llmu Ekonomi Pertanian,
Sekolah ,r ;,scasarjana IPB
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INPRES SO (1973) 1 INPRES Kesehatan (1974�, INPRES Penghijauan 
(1976), INfJRES Pasar (1976'), INPRES Peningkatan Jalan Provinsi
(1979), INPRES Desa Tertinggal_{1994/95). . 

Tuntutan gerakan reformasI yang meminta reformas1 ekonomi dan 
politik pad a ta�u� � 998 �emberikan warna baru pad a desentralisasi politik,
dan desentralsIasI f1skal dI Indonesia. 

Menurut Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 , penyelenggaraan
otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan _yang luas,
nyata, dan bertanggung jawab kepada �aerah secara propors,onal yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembag,an dan pemanfaatan sumberdaya
nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan _daerah. 

Sebagai landasan operasional, pelaksanaan otonom, daerah/ 
desentralisasi politik, pemerintah mengeluarkan (1) Undang-undang No.22 
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan (2) Undang-undang No. 25 
tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Perrierintah Pusat dan 
Daerah (PKPPD). 

Berbagai negara, khususnya Cina, telah membuktikan bahwa -
desentralisasi fiskal telah memberikan keajaiban pada perekonomiannya. 
Cina sebagai negara dengan desentralisasi fiskal paling sukses mencapai 
petumbuhan ekonomi yang tinggi selama implemetasi desentralsiasi sekitar 
10% (Lin and Liu, 2000), bahkan di masa .krisis awal tahun 1997 hingga 
sekarang mencapai (7-9%) per tahun (Simanjuntak dalam Siddik, 2002). 

Menurut Bahl dan Lin (1992), Shah (1994), Ahmad (1997), peralihan 
(switching) ke bentuk desentralisasi fiskal adalah salah satu cara untuk 
meloloskan diri dari berbagai jebakan ketidakefektifan, seperti (1) 
ketidakefisienan pemerintahan, (2) ketidakstabilan makroekonomi, dan (3)

ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan desentralisasi 
fiskal diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan 
akuntabilitas, dan peningkatan mobilisasi dana karena menurut mereka, 
pelayanan masyarakat setempat yang dilakukan daerah cenderung lebih 
efisien jika dibandingkan dengan pemerintah pusat. 

Beberapa faktor penting yang akan terpenuhi jika desentralisasi fiskal 
berhasil dilaksanakan adalah (1) efisiensi ekonomi, mobilitas dana, (2) 
stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cukup, dan (3) efisiensi 
dan efektivitas pemerintahan (Bahl dan Lin, 1992; Shah, 1994; Ahmad, 1997). 
Menurut Bahl dan Lin (1994) keberhasilan desentralisasi fiskal membutuhkan 
prasyarat seperti (1) kapasitas administrasi daerah yang tepat, dan (2) pejabat 
daerah yang responsif dan bertanggung jawab atas besarnya otoritas keuangan daerah mereka. 

Dengan latar belakang evolusi desentralsiasi fiskal seperti yang dijelaskan sebelumnya, serta dengan adanya pendekatan baru. pelaksana�nn�a, ingin dikaji pengaruh penerapan . desentralisasi fiskalter�adap kmerJa perekonomian Sumatera Utara khususnya produk domestikregional bruto, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan inflasi. 
_Tuntutan reformasi, khususnya tentang desentralisasi fiskal di

!nd��es,�, s��enar�ya lebih bermuatan politis daripada ekonomis sehingaa1ust1f1kas1 pol1t1k lebrh kuat daripada justifikasi ekonomi (Simajuntak, 2001 'j).
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